
PNRATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR tfrfrx/2ool

TENTANG

PERUBATIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2OO9

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BINTAI\ TAHUN AI\GGARAN 2OO9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka adanya kebutuhan mendesak akan tenaga P'TTI

atau Tenaga Honorer untirk penyelenggaratln pemerintahan sehingga
Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja f)aerah Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2009 perlu di lakukan peninjauan dan
perubahan;

tiahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu di lakukan perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 17

Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 24A9.

Undang-undang Nomor 12 Tahwr 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera T'engah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 38961 );

Mengingat : l.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrur 2003 Ncmor 47,
'I'ambahan Lembaran Negara Nomor a286);

Undang-irndang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 5,

Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a355);

Undang-undmg Nomor 15 Tahun 20A4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jarvab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaharr Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b.

J.

4.

5.



6. Unclang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ([,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun .2005 'Ientang Standar

Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20a4 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan

Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri sipil sebagaimana

telah tJiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 'Iahun 2005
'Ientang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nr:mor

4743);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221PMK.0512007 Tanggal 23

Pebruari 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pcgawai Negeri

Sipil;

11. Feratufan Menteri Keuangan Nonror 45IPMK.05|2AA7 Tanggal 25

April 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan f)alam Negeri Bagi

Pejabat Negara. Pegawai Negeri. f)an Pegawai Tidak"fetap;

l?. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 'fentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 'I'entang Pokok - pokok
Pengel olaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah

Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang kerja lembur',

pemberian uang lembur, prosedur dan tata cara permintaan, serta

Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap (PTT) di Lingkuangan Pemerintah Kabupten Bintau

16. Peraturan Bupati Ilintan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bintan;

a





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, ntemerintahkan pengundzrngan Peraturan Bupati ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
padatanggal 15 $epteobcr 3oo9

Diundangkan di Kijang
pada tanggal '16 8"ptil'De'f a0o9

ARIS DAERAH
UPATEN BINTAN

MIN MUCHTAR
bina Utama Madya
r9530910 198003 I 0r3

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAI{UN 2009 NOMOR :36
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